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Sidang TPTGR
Selamatkan
Uang Negara

TOUNA-Pelaksanaan sidang
Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TPTGR) hingga kali
keempat menunjukkan hasil op-
timal. Buktinya, kerugian
keuangan negara yang berhasil
dikembalikan hingga sidang
keempat kalinya mencapai
Rp81.086.051.

Sementara, masih ada sekitar
Rp371.417.913 belum tertagi dari
total temuan kerugian negara yang
mencapai Rp452.503.964. “Data
ini adalah data pada sidang
keempat kalinya pekan kemarin.
Sidang TPTGR hari ini (kemarin,
- Red) belum masuk ke keuangan.

Biasanya sebelum atau sesudah
sidang, tertuntut sudah mehgem-
balikan temuan-temuan itu,” jelas
Sekretaris Majelis Pertimbangan

"TPTGR, Nawatsara Panjili
" kepada Radar Sulteng di ruang

kerjanya, Kamis (11/8).
Hingga sidang kali keempat,
Majelis Pertimbangan TPTGR
sudah menyidangkan 23 obrik
atau tertuntut. Dua di antaranya
eselon II, empat orang eselon 111,
yang lainnya unsur staf. Sidang
pertama tiga orang tertuntut yang
dihadirkan, sidang kedua lima or-
ang, sidang ketiga delapan orang
serta sidang keempat tujuh orang
tertuntut. Dari sekian obrik kata
Nawatsara, sudah enam orang
yang telah menyelesaian
tunggakannya. Termasuk dua di
antaranya ddalah tertuntut eselon
II. “Sudah enam orang yang
melunasi, termasuk mereka dua

eselon I1. Sementara sisanya yang

lain pengembaliannya dicicil,”

kata Nawatsara tanpa menyebut
dua oknum eselon 11 tersebut.
Tertuntut bisa mengangsur
pelunasan temuan paling lama 24
bulan atau dua tahun. Namun kata
dia, Majelis Pertimbangan
TPTGR menekankan agar
pengembalian itu dilunasi lebih
cepat sesuai dengan kondisi
masalah temuan serta besaran
temuan. Percepatan pelunasan
kata Nawatsara, disesuaikan
dengan gaji dan kemampuan
seseorang akan pendapatan di
luar. TPTGR terang dia, memberi
kesempatan untuk menghitung
asset tertuntut. Pelunasan,
tertuntut diberi kesempatan

memenuhinya sesuai dengan janji.

dihadapan Majelis Pertimbangan
TPTGR. Apakah sampai batas
waktu tidak dilunasi atau tidak

bersedia melunasi, maka TPTGR
akan merekomendasikan ke
aparat hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. “TPTGR
ini mengedepankan upaya damai.
Yang paling penting uang negara
bisa diselamatkan. Tapi, apabila
tertuntut tidak punya niat baik
tidak bersedia melunasi, maka
rekomendasi TPTGR itu ke ranah
hukum. Aparat hukumlah yang
akan memproses tidak dikem-
balikannya temuan kerugian
negara,” tutur Nawatsara.
Melihat perkembangan sidang
TPTGR lanjut Nawatsara,
menunjukkan bahwa oknum abdi
negara yang merugikan .negara
dapat mengembalikan uang yang
mereka gunakan secara tidak sah.
Sidang tersebut memberi efek
jerah bagi oknum pegawai negeri
sipil untuk tidak berbuat di luar
ketentuan yang berlaku.(sut)




                  






